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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini peneliti membahas kajian pustaka yang berisi landasan teoritis, 

penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran. Landasan teoritis membahas 

mengenai teori dan konsep yang relevan serta peraturan yang mendukung 

pembahasan dan analisi penelitian. Selanjutnya penelitian terdahulu yang berisi 

hasil dr penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang 

akan diteliti. Penelitian terdahulu dapat diperoleh dari jurnal, skripsi, thesis, 

maupun disertasi. 

Pada bagian akhir bab ini terdapat kerangka pemikiran yang menunjukan 

hubungan variabel yang akan diteliti, yang diperoleh dari teori, konsep, serta 

peraturan atau penelitian terdahulu. Kemudian kerangka pemikiran digambarkan 

dalam skema dan uraian singkat. 

A. LANDASAN TEORITIS 

1. PERPAJAKAN 

a. PENGERTIAN PAJAK 

Menurut UU KUP Pasal 1 ayat (1) yaitu: 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.” 

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri 

yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut: 
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1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. 

2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra 

prestasi individual oleh pemerintah. 

3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. 

4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, 

yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan 

untuk membiayai public investment. 

5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu reguler 

(mengatur) dan sosial. 

b. FUNGSI PAJAK 

Menurut Waluyo (2013:6), ada dua fungsi pajak, yaitu: 

1) Fungsi Penerimaan (Budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 

2) Fungsi Mengatur (Reguler) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. 
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c. JENIS PAJAK 

Menurut Waluyo dalam buku “Perpajakan Indonesia” (2013:12) 

pajak dapat dikelompokan kedalam kelompok, yaitu: 

(1) Menurut golongan 

(i) Pajak langsung adalah pajak yang pembebannya tidak dapat 

dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung 

Wajib Pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh Pajak 

Penghasilan. 

(ii) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh Pajak Pertambahan 

Nilai. 

(2) Menurut Sifat 

(i) Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau erdasarkan 

pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektif, dalam arti 

memerhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Sebagai contoh Pajak 

Penghasilan. 

(ii) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan 

pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah. 

(3) Menurut Pemungut dan Pengelolanya 

(i) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. 

Contohnya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai 
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dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan 

Bangunan, dan Bea Materai. 

(ii) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : 

Pajak Reklame, Pajak Hiburan. 

 

d. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK 

Menurut Mardiasmo (2013:7), sistem pemungutan pajak terbagi 

menjadi:  

1) Official Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur 

perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang 

setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan 

yang berlaku. 

2) Self Assessment System 

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, 

kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk 

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya 

sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku, yaitu 

dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya 

pajak yang harus dibayar. 

 

 



12 
 

3) Witholding System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang 

terhutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundangan 

perpajakan yang berlaku. 

e. Wajib Pajak 

Pengertian wajib pajak menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) 

yaitu: 

“Wajib Pajak adalah orang pribadi  atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturran perundang-

undangan perpajakan.” 

2. PAJAK PENGHASILAN 

a. DEFINISI PAJAK PENGHASILAN 

Pajak Penghasilan didefinisikan sebagai suatu pengutan resmi 

yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas 

penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk 

kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan 

bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya 
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b. DASAR HUKUM 

Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak 

Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang 

Pajak Penghasilan sebagaimana telah mengalami beberapa perubahan, 

diantaranya: Perubahan pertama pada tahun 1991 diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991 yang berlaku sejak 1 Januari 

1992. Kemudian perubahan kedua pada tahun 1994 diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994 yang berlaku dari tanggal 1 

Januari 1995. Kemudian perubahan ketiga pada tahun 2000 dengan 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 yang berlaku sejak 1 Januari 

2001. Kemudian perubahan keempat pada tahun 2008 dengan 

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 yang berlaku sejak 1 Januari 

tahun 2009. 

c. CARA PELUNASAN / PEMBAYARAN PAJAK 

PENGHASILAN 

Menurut Pasal 20 UU No. 7 Tahun 1983, ada beberapa cara 

pelunasan Pajak Penghasilan yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak: 

1) Pelunasan Pajak Penghasilan oleh Pemungut 

Pemungutan pajak dilakukan oleh pihak lain yang berkaitan 

dengan adanya suatu transaksi antara Wajib Pajak, yang bagi 

Wajib Pajak, penghasilan tersebut masih merupakan penjualan 

atau merupakan pembelian barang. Pajak yang pengenaannya 

dilakukan melalui cara pemungutan, pelunasan, dan pelaporannya 

dilakukan oleh pihak yang memungut 
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2) Pelunasan Pajak Penghasilan oleh Pemotong 

Pemotongan pajak dilakukan oleh pihak lain berkaitan dengan 

adanya suatu transaksi antara Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang 

dipotong sudah merupakan penghasilan, seperti pembayaran gaji, 

jasa, dividen, royalti, sewa, bunga, premium, diskonto, capital 

gain, dan yang lainnya. Pajak yang pengenaannya dilakukan 

melalui pemotongan, pelunasan, dan pelaporannya dilakukan oleh 

pihak yang memotong. 

3) Pelunasan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak 

Pajak yang diperkirakan terutang atau yang sudah terutang pada 

akhir tahun, pelunasannya dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, 

namun ada beberapa jenis pajak lainnya yang pelunasannya dapat 

dipotong pihak lain atau dilakukan oeleh Wajib Pajak sendiri 

4) Pelunasan Pajak Penghasilan oleh Petugas Pajak 

Pajak yang terutang dan pelunasannya dilakukan melalui petugas 

pajak adalah Pajak Penghasilan fiskal luar negeri. Sejak tahun 

2011, pembayaran fiskal untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

akan keluar negeri sudah ditiadakan. 

d. OBJEK PPH 

Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik 

yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat 

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak 



15 
 

yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 

termasuk: 

1)  Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk 

lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini; 

2) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 

3) laba usaha; 

4) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 

a) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, 

persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau 

penyertaan modal; 

b) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, 

sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan 

badan lainnya; 

c) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, 

pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi 

dengan nama dan dalam bentuk apa pun; 

d) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam 

garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan 

pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang 

pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang 

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri 
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Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, 

kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang 

bersangkutan; dan 

e) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh 

hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau 

permodalan dalam perusahaan pertambangan; 

5) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 

6) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 

7) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen 

dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa 

hasil usaha koperasi; 

8) royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

9) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

10) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

11) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

12) keuntungan selisih kurs mata uang asing; 

13) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

14) premi asuransi; 

15) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 

terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan 

bebas; 
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16) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak; 

17) penghasilan dari usaha berbasis syariah; 

18) imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 

19) surplus Bank Indonesia. 

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final: 

1) penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga 

obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan 

oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; 

2) penghasilan berupa hadiah undian; 

3) penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi 

derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan 

saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan 

pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; 

4) penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau 

bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan 

tanah dan/atau bangunan; dan 

5) penghasilan tertentu lainnya, 

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: 

 Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh 

penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya 

wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, dan yang 

diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya 
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diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sepanjang tidak 

ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan 

di antara pihak-pihak yang bersangkutan 

 Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam 

garis keturunan lurus satu derajat, orang pribadi yang menjalankan 

usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada 

hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di 

antara pihak-pihak yang bersangkutan. 

 Warisan. 

 Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau 

jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau 

kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah. 

 Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi 

sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi 

jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa. 

 Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari 

perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, 

persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang 

unit penyertaan kontrak investasi kolektif (prive). 

 Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang 

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan. 

 Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang 
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ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan. 

e. SUBJEK PAJAK PENGHASILAN 

1) SUBJEK PAJAK 

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 2, 

(1)  Yang menjadi subjek pajak adalah: 

a. 1. orang pribadi; 

2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 

menggantikan yang berhak; 

b. badan; dan 

c. bentuk usaha tetap. 

 

(1a)

  

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan 

perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. 

(2)  Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek 

pajak luar negeri. 

(3) Subjek pajak dalam negeri adalah: 

a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 

yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh 

tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang 

pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan 

mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; 

b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, 

kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi 
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kriteria: 

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat 

atau Pemerintah Daerah; dan 

4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional 

negara; dan 

c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan 

yang berhak. 

(4) Subjek pajak luar negeri adalah: 

a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang 

pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus 

delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, 

dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 

melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan 

b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang 

pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus 

delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, 

dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan 
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dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 

(5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang 

pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) 

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak 

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat 

berupa: 

a. tempat kedudukan manajemen; 

b. cabang perusahaan; 

c. kantor perwakilan; 

d. gedung kantor; 

e. pabrik; 

f. bengkel; 

g. gudang; 

h. ruang untuk promosi dan penjualan; 

i. pertambangan dan penggalian sumber alam; 

j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; 

k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,atau kehutanan; 

l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; 

m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang 

lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan; 
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n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya 

tidak bebas; 

o. agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan 

dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi 

asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan 

p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, 

disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik 

untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. 

(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan 

oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya. 

 

2) BUKAN SUBJEK PAJAK 

Menurut Undang-Undang no 36 tahun 2008 pasal 3, 

Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 adalah: 

a. kantor perwakilan negara asing; 

b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-

pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan 

kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-

sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di 

Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar 

jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan 

memberikan perlakuan timbal balik; 

c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat: 
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1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;dan 

2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada 

pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota; 

d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana 

dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia 

dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk 

memperoleh penghasilan dari Indonesia. 

(2)  Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan. 

f. METODE PERHITUNGAN 

Cara menghitung Pajak Penghasilan adalah mengalikan tarif 

pajak dengan penghasilan kena pajak 

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Penghasilan Kena Pajak 

Dalam menghitung pajk penghasilan yang terutang, dibedakan 

antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Bagi 

Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat 2 cara untuk 

menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu : 

1. Penghitungan Pajak Penghasilan dengan dasar pembukuan; 

2. Penghitungan Pajak Penghasilan dengan dasar pencatatan. 

Bagi Wajib Pajak luar negeri, Penghasilan Kena Pajak sebagai 

dasar penghitungan Pajak Penghasilan adalah sebesar penghasilan 
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bruto, sehingga pajak penghasilan yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif pajak dengan penghasilan bruto.  

g. TARIF 

        Menurut UU 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (1), tarif untuk Pajak 

Penghasilan adalah sebagai berikut 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Rp. 0 – Rp. 50.000.000 5% (Lima Persen) 

Rp. 50.000.000 – Rp. 250.000.000 15% (Lima Belas Persen) 

Rp. 250.000.000 – Rp. 

500.000.000 

25% (Dua Puluh Lima Persen) 

> Rp. 500.000.000 30% (Tiga Puluh Persen) 

  

3. USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) 

a. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengertian UMKM 

dijabarkan sebagai berikut: 

1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / 

atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha 

Mikro yang sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 

20 tahun 2008 
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2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan 

ayang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung 

maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar 

yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 

3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha 

yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung 

maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar 

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 

2008. 

b. Asas dan Tujuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomo 20 tahun 2008, asas 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain: 

1) Kekeluargaan 

2) Demokrasi ekonomi 

3) Kebersamaan 

4) Efisiensi berkeadilan 
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5) Berkelanjutan 

6) Berwawasan lingkungan 

7) Kemandiriaan 

8) Keseimbangan kemajuan 

9) Kesatuan ekonomi nasional 

Sedangkan tujuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, yaitu menumbuhkan 

dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun 

perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang 

berkeadilan. 

c. Karakteristik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

Menurut Chandra Budi (2013:7), karakteristik sektor Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut: 

1) Kepemilikan oleh perseorangan atau keluarga 

2) Tingkat pendidikan, keahlian, keterampilan Sumber Daya 

Manusia (SDM) tergolong rendah 

3) Kalaupun memanfaatkan teknologi dalam produknya, maka yang 

digunakan teknologi rendah  

4) tidak memiliki agunan sehingga sulit mendapatkan kredit dari 

bank (Bankable) atau Creditable 
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5) Belum membayar pajak, walaupun telah membayar jenis “pajak” 

lain dan retribusi. 

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 

  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 ini mulai 

diterbitkan pada tanggal  12 Juni 2013 dan mulai berlaku pada tanggal 1 

Juli 2013 merupakan kebijakan yang mengatur mengenai Pajak 

Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh 

wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Biasa juga dikenal 

sebagai pajak UMKM, dikarenakan secara tidak langsung yang dimaksud 

dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah UMKM.. Menurut Chandra Budi 

(2013:80), pajak UMKM ini memberikan kemudahan perhitungan dan 

keringanan pajak bagi wajib pajak yang ingin berkontribusi kepada negara. 

a. Dasar Hukum Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 

 Dasar hukum pengenaan pajak untuk UMKM ini adalah: 

(1) Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang PPh 

Atas penghasilan tertentu lainnya dapat dikenai Pajak Penghasilan 

yang bersifat final yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Pemerintah 

(2) Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Pajak Penghasilan 

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri 

atas penghasilan tertentu yang pajaknya bersifat final, dimana tarif 

tersebut tidak boleh melebihi tarif tertinggi pajak penghasilan orang 

pribadi (30%). 
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b. Objek Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 

 Objek Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah penghasilan 

dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran 

bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun Pajak. 

Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari 

usaha cabang.  Sedangkan pengertian usaha adalah usaha perdagangan 

atau jasa, seperti toko/kios/los pakaian, pedagang keliling, bengkel, dan 

sejenisnya. 

 Yang Bukan Objek Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 

Tahun 2013 adalah   sebagai berikut: 

(1) Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, seperti 

misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, 

arsitek, pemain musik, pembawa acara; 

(2) Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), 

seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi 

(perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan 

lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah 

tersendiri. 

c. Subjek Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 

 Yang menjadi subjek pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 ini 

adalah orang pribadi dan badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap 

(BUT),  yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk 

penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas,dengan 

peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun Pajak. 
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  Pengecualian Subjek Pajak Peghasilan sesuai PP Nomor 46 

Tahun 2013 adalah: 

(1) Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau 

jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan 

menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan 

umum. Misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan, warung 

tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya; 

(2) Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam 

jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial 

memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp4,8 miliar. 

d. Tarif Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 ini mulai 

diterbitkan pada tanggal  12 Juni 2013 dan mulai berlaku pada tanggal 1 

Juli 2013 merupakan kebijakan yang mengatur mengenai Pajak 

Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh 

wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Biasa juga dikenal 

sebagai pajak UMKM, dikarenakan secara tidak langsung yang 

dimaksud dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah UMKM.. Menurut 

Chandra Budi (2013:80), pajak UMKM ini memberikan kemudahan 

perhitungan dan keringanan pajak bagi wajib pajak yang ingin 

berkontribusi kepada negara. 

e. Dasar Hukum Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 

 Dasar hukum pengenaan pajak untuk UMKM ini adalah: 

(3) Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang PPh 
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Atas penghasilan tertentu lainnya dapat dikenai Pajak Penghasilan 

yang bersifat final yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Pemerintah 

(4) Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Pajak Penghasilan 

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri 

atas penghasilan tertentu yang pajaknya bersifat final, dimana tarif 

tersebut tidak boleh melebihi tarif tertinggi pajak penghasilan orang 

pribadi (30%). 

f. Objek Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 

 Objek Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah penghasilan 

dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran 

bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun Pajak. 

Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari 

usaha cabang.  Sedangkan pengertian usaha adalah usaha perdagangan 

atau jasa, seperti toko/kios/los pakaian, pedagang keliling, bengkel, dan 

sejenisnya. 

 Yang Bukan Objek Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 

Tahun 2013 adalah   sebagai berikut: 

(3) Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, seperti 

misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, 

arsitek, pemain musik, pembawa acara; 

(4) Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), 

seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi 

(perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan 
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lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah 

tersendiri. 

g. Subjek Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 

 Yang menjadi subjek pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 ini 

adalah orang pribadi dan badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap 

(BUT),  yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk 

penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas,dengan 

peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun Pajak. 

  Pengecualian Subjek Pajak Peghasilan sesuai PP Nomor 46 

Tahun 2013 adalah: 

(3) Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau 

jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan 

menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan 

umum. Misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan, warung 

tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya; 

(4) Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam 

jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial 

memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp4,8 miliar. 

 

h. Tarif Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 

  Besarnya tarif pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah 

tarif tunggal dengan besar 1% dan bersifat final. Tarif ini dikenakan 

atas peredaran bruto (omzet) setiap bulannya. Apabila wajib pajak 

memiliki cabang usaha, maka perhitungan pajak PP Nomor 46 

Tahun 2013 ini dilaksanakan pada setiap masing-masing cabang. 
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B. PENELITIAN TERDAHULU 

1. Judul Penelitian : Analisis Persepsi Pengusaha UMKM Sentra Ponsel  di ITC 

      Cempaka Mas Terhadap Pajak Sesuai PP Nomor 46 Tahun 

      2013 

Peneliti  : Sylvia Chang 

Hasil Penelitian : Pemahaman wajib pajak masih sangat minim terhadap tata 

     cara perpajakan secara umum dan partisipan merasa 

  terbebani dengan berlakunya PP Nomor 46 tahun 2013 dan 

  cenderung melakukan negosiasi pajak. 

2. Judul Penelitian : Analisis Implementasi Pengenaan Pajak 1% atas UMKM  

   Studi Kasus Komplek Ruko Pulasaren Endah Cirebon 

Peneliti  : Andre Darmawan 

Hasil Penelitian :  Implementasi pengenaan pajak 1% atas UMKM telah 

   berjalan cukup baik, walaupun masih ada sedikit kendala  

   yang terjadi, serta dari segi penerimaan masih belum sesuai  

  dengan tujuan yang diharapkan fiskus 

 

C. KERANGKA PEMIKIRAN 

Pajak adalah pendapatan utama dan paling sentral di Indonesia. Oleh karena 

itu, pemerintah selalu melakukan berbagai upaya agar pendapatan pajak menjadi 

optimal. Konsentrasi perpajakan dalam bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan 

negara dari sektor pajak. 
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Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 mulai berlaku pada bulan 

Juli 2013 tentang pengenaan pajak final 1% atas UMKM yang memiliki omzet  

tidak lebih dari Rp. 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. 

 Peraturan Pemerintah ini diberlakukan untuk memudahkan wajib pajak 

dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pajaknya serta mengedukasi 

masyarakat agar tertib administrasi dan transparasi, selain itu memberikan 

kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara. Akan 

tetapi, dari pihak UMKM merasa keberatan sehingga timbul pro dan kontra sampai 

sekarang, UMKM dalam hal ini menjadi subjek yang dikenakan pajak, pasalnya 

besar kecilnya sebuah omzet dari usaha tidak dapat menjadi tolak ukur laba yang 

diperoleh. Perusahaan yang memiliki omzet besar belum tentu perusahaan tersebut 

memperoleh keuntungan karena belum dihitung berdasarkan biaya-biaya yang 

dibutuhkan perusahaan untuk mengoperasikan perusahaannya tersebut. 

 Berikut sasaran sasaran dari penelitian ini: 

1. Sasaran pertama, penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan PP 

Nomor 46 Tahun 2013 sudah berjalan dengan maksimal atau belum maksimal. 

2. Sasaran kedua, penelitian ini  untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami 

UMKM terhadap penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 secara langsung 

maupun tidak langsung dan juga menemukan cara pemecahan masalah 

tersebut. 

3. Sasaran ketiga, penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PP No.  46 

Tahun 2013 yang diterapkan sudah mencapai tujuan yang diharapkan wajib 

pajak atau belum mencapai tujuan akibat  adanya pro dan kontra yang dihadapi 

oleh UMKM. 


